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BUPATI LANDAK
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KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 660.1 /103 / HK-2019

TENTANG

PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BINUA LAMAN GAROH
DESA KERANJI MANCAL KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

Menimbang : a. bahwa pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat
Hukum Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat telah melakukan
verifikasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum
Adat Binua Laman Garoh Desa Keranji Mancal Kecamatan
Sengah Temila Kabupaten Landak;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat, Bupati berwenang menetapkan
Masyarakat Hukum Adat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Keputusan Bupati Landak tentang Penetapan Masyarakat
Hukum Adat Binua Laman Garoh Desa Keraniji ‘Mancal
Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak: :

Mengingat . 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I:

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);










